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PENGESATIAN PENGANGKATAN AI\GGOTA BAI}AN PERMTTSYA&{IVATAN DE,SA (BPD} PENGGANTI
ANTAR WAKTU (PAIV) MENJADI ANGGOT,A. BADAN PERMLISYARAWATAN EESA (BPD) DEFTNITTF'

PADA DESA TATAI,EI<A DI KECAMATAN .'AILOLO SELATAN
KA B UPATEN }IALEIAHERA BAR,dT

enimbang

BUPATI HALMAHERA BARAT

bahwa sehubungan dengan adanya Pengunduran diri 2 (Dua) Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) maka di pandang perlu menetapkan Pengesahan
Pengangkatan anggota Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu
PAW menjadi Anggota Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Definitif pada Desa
Tataleka di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Desa Tataleka Kecamatan Jailolo
Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I1 dalam Wilayah Daerah
Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-und*g;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46
Tahun 1999 tentang Pembenfirkan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera
Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera
Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utaru;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2A14 Gntang Pemerintahan Daerah;
Undang-undangNomor 6 Tahun 2074 tentang Desa;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2A15 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Penjelasan Keuangan

Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 110 Tahun z}rc Tentang Badan
Permusyawaratan Desa;
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahttn 202A @ntang Pedoman teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat 1.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan
Permusyarawatan Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 1.srrtang perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera BarutNomor 1 Tahun 2A24;

tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A24;
14. Peraturan Bupati Halmahera BxatNomor 1 Tahun 2A24 Entang

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;
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: Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : Mal400l2a24 tunggal 16 Oktober 2024 perihal 
:Pengantar pengusulan BpD pAW

MEMUTUSKAI.J

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Pernusyawaratan Desa (BpD) Defenitif
Pergantian Antar waktu (P.dv/) pada Desa Tataleka di Itecamatan Jailolo selatan
Kabupaten Halmahera Barat;

Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah
rnelanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BpD) yang eli
gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan *uryu*urah dan atau pl6tr kembali 1

(satu) kali rnasa j abatan berikutnya;

Bagi Anggota Badan Pennusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang di karenahan
sesuatu dan lain hal telah mengundurkan diri, maka atas narna pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat dengan ini rnenyarnpaikan nCIapan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas Dhantra Baktinya kepada Bingsa dan Negara selama irii;

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waklil dalam melaksanakan
tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman
pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti,
maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa 1efnl pengganti Antar Waktu
menggantikanflya;

Dengan Berlakunya Kepr"rtusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nom'r
119/KPTS,XI2A$ khususnya Kolom 1 nomor 3,4 Desa Tatileka, di nyatakan di cabut dan
tidak berlaku lagi,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal '" 3o DzSernbe. 2A24

Pejahat Paraf
Sekretaris Daerah ^ {t-
Ass. Bid Pem & Kesra. ( VYa-*.
Kepala DPMPD 4
Kabag Hukum & Org V

Tenibusan : disampaikan kepada;
Yth. L Gub*mur Maluku Utara di Sofifi.

2.Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jaiiolo
3. Kepaia BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo Selatan di Domato
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.
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KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR TIO KPTS/ X1IITAHIIN 2024

TANGGAL 30 DEg OMbVW TAHUN 2024

PENGESAT{AN PE}'{GANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (RPD)
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA DESA TATALEKA Di KECAMATAN JAILOLO
SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT-

JAMES U-ANG

NO I.IAPIA DESA NAMA ANGGOTA YANG
BERAKHIR. MAS,.I TUGAS

NAMA ANGGOTA YANG
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